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MUH. CHAIDIR ALI B (B111 13 502), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang 
Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.144/Pib.B/2016/Sgm), di bawah 
bimbingan Andi Sofyan selaku pembimbing I dan Abd. Asis selaku 
pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap 
tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang, 
dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap 
tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang 
dalam perkara No.144/Pib.B/2016/Sgm. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Gowa, khususnya Pengadilan 
Negeri Sungguminasa. Penulis mengambil data yang diperoleh secara langsung 
dari responden di lokasi penelitian serta berupa sumber-sumber tertentu, seperti 
dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang berkaitan 
dengan pembahasan penelitian ini. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atau wujud pemidanaan 
terhadap kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama 
nomor putusan: 144/Pid.B/2016/Sgm sudah tepat, karena terbukti memenuhi 
unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis 
Hakim, serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari pidana yang diancamkan oleh 
pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara selama 
3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dikurangi selama mereka ditahan. Pertimbangan 
hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan tepat karena dasar-























MUH. Chaidir ALI B (B111 13 502), Review of Juridical Crime Against Violence 
Do Together Against People Upfront General (A Case Study of Decision 144 / 
Pib.B / 2016 / Sgm), under the guidance of Andi Sofyan as a mentor I and Abd. 
Asis as a mentor II. 
 
This study aims to determine the application of the law against criminal acts of 
violence committed jointly against the people, and for the consideration of the 
judge in imposing sanctions against criminal acts of violence committed jointly 
against the people in case 144 / Pib.B / 2016 / Sgm. 
 
This research was conducted in Gowa district, particularly the District Court 
Sungguminasa. The author takes the data obtained directly from the respondents 
in the study site as well as the form of certain sources, such as documents as 
well as other reading literature related to the discussion of this study. 
 
The results showed that the application of a form of punishment or violence 
against the person who carried out jointly verdict numbers: 144 / Pid.B / 2016 / 
Sgm own right, because it proved to meet the elements of the case were indicted 
by the public prosecutor and the judges, as well as criminal punishment does not 
exceed the criminal threatened by article 170 paragraph (1) of the criminal Code, 
which only impose imprisonment for three (3) months of 10 (ten) days reduced 
during their custody. The judge in the legal considerations convict is correct and 
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A. Latar Belakang Masalah 
       Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan 
manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat mula – 
mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usia meningkat 
dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia 
saling berhubungan dengan manusia lainya, sehingga menimbulkan 
kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat 
berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga 
masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dan masyarakat 
diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.                                                                                                                                            
        Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk 
bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara 
warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum 
atau kepentingan publik . 
Dalam hidup bermasyarakat selalu memerlukan ketertiban dan 
kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk 
mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur yang 
sering menganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminal. 
Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu 
memungkinkan adanya kecendrungan meningkat dan dengan 
 
 
meningkatnya kriminalitas ditengah masyarakat, maka ketentraman hidup 
masyarakat pasti terganggu. 
        Tingkat  kriminalitas  masyarakat  seiring  dengan  perkembangan 
masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya 
muncul pada saat-saat negara melakukan pembangunan yang sangat 
pesat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab 
meningkatnya kejahatan kerena pembangunan itu sendiri adalah salah 
satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah 
masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan 
masyarakat semakin baik. 
 Suasana pembangunan yang pesat seperti sekarang ini dapat 
menimbulkan cara hidup tidak wajar yang tidak berimbang antara 
kebutuhan dengan kemampuan, yang pada klimaksnya dapat terjadi 
penyimpangan norma hidup serta pelanggaran ketentuan hukum yang 
berlaku. Hal demikian dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan di 
tengah masyarakat berupa kejahatan ekonomis, kejahatan terhadap 
nyawa, seksual, bahkan kejahatan politis yang mengakibatkan 
terganggunya rasa aman masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 
28 G ayat (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 (UUD NKRI )  yang menyatakan bahwa: 
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 




Dalam rangka pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang 
serius dari semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah tanggung 
jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pengadilan 
masalah kriminal berkait dengan pengendalian individu di tengah 
masyarakat. Kriminalitas ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan 
akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin. 
 Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah 
pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang 
sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak 
pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik 
yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali 
mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak 
jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai 
mengalami kematian.  Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang 
menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti 
trauma, ketakutan, ancaman,bahkan terkadang ada korban penganiayaan 
yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindak 
penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan 
psikis,  dan dapat dijumpai di ingkungan keluarga, di tempat umum, 
maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi 
suatu masalah dengan orang lain. 
 
 
Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang 
merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain 
disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, 
perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya 
dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu tidak sedikit orang juga 
terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang 
mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 
untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana kekerasan yang 
dilakukan secara bersama-sama, sehingga   penulis   memilih judul 
“Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  Yang  
Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum 
(Studi Kasus Putusan No. 144/Pid.B/2016/PN.Sgn)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengajukan pokok 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama 
terhadap orang atau barang merupakan tindak pidana ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 




C. Tujuan dan Kegunaan Penilitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kekersan yang dilakukan secara bersama – 
sama terhadap orang atau barang dimuka umum termasuk 
tindak pidana 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang 
dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum 
dalam putusan Nomor: 144/Pid.B/2016/Sgn tahun 2016. 
2. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan tujuan penulisan , maka diharapkan nantinya berguna 
           untuk: 
1. Diharapkan dapat menambah literatur yang membahas tentang 
tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama 
terhadap orang dimuka umum.  
2. Sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang 
berisi saran-saran yang berguna bagi tindak pidana kekerasan 
yang dilakkan secara bersama-sama terhadap orang dimuka 
umum dan penyelesaian hukumnya guna mengarahkan aturan 
yang ada agar dapat di implementasikan sesuai dengan 
harapan.  
3. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca pada bagian 
 
 
hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam 
penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 









A. Pengertian tindak pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda yang di terjemahkan  
yaitu:  “strafbaar feit” walaupun istilah ini terdapat pad Wvs Belanda dan 
juga terdapa pada Wvs hindia belanda,tetapi tidak ada penjelasan resmi 
tentang apa yang di maksud dengan strafbaar feit itu. Di Indonesia sendiri, 
yang oleh pakar hukum pidana Indonesia menerjemahkan, perbuatan 
pidana,peristiwa pidana,detik,dan/atau perbuatan yang dapat dihukum. 
Pada umumnya di dalam hukum pidana perumusan mengenai tindak 
pidana dijabarkan sebagai berikut: 
1. Suatu perbuatan manusia yang dalam ini hal meliputi kejahatan 
pelanggan, termasuk juga pengabadian (mengabaikan) dan 
kelalaian. 
2. Perbuatan tersebut di larang dan diancam hukuman/sanksi 
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang dapat 
bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan 
perbutannya.1 
 
Untuk mengetahui pengertian tindak pidana beberapa pakar hukum 
pidana memberikan pengertian hukum pidana sebagai berikut: 
a. Simons 
Strafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum berkaitan dengan 
kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung 
jawab.kesalahan dimaksud meliputi kesengajaan (dolus) dan alpa 
                                                          
1
 Chairul Huda, 2008, Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada 
pertanggujawaban tanpa kesalahan, kencana, Jakarta hlm  12 
 
 
atau lalai (culpa lata) yang mencampurkan unsur-unsur perbuatan 
pidana (criminal act) dan pertanggung jawaban (criminal liability).2 
 
b. Van hamel    
“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan 
hukum, sfrafwardig (patut atau bernilai pidana) dan dapat dicela 
karena kesalahan (enaan schuld witijen) 3 
 
c. Rusli Effendy  
“Perbuatan yang dapat dihukum adalah perbuatan yang oleh 
hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa 
yang melanggar laranggan tersebut” 4 
 
d. Moeljatno 
Menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 5 
 
e. J.E. Jonkers   
Memilih istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan 
hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan 




Bahwa peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: 
1. Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran 
kaidah atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena 
kesalahan pelanggar dan harus diberikan hukuman untuk dapat 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum.  
2. Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa 
yang menyebabkan dijatuhkannya pidana. 7 
                                                          
2
 Andi Zainal Abidin Farid, 2006, Bentuk – Bentuk Khusus Perwujud Delik (Percobaan , Penyertaan, 
Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 224. 
3
 Ibid, hlm 224 
4
 Moeljatno, 2005, Asas – Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12. 
5
 Ibid, hlm 71. 
6
 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Megenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm 75 
7





Menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau 
memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun,beliau 
juga menarik suatu definisi yang menyatakan. 
Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang 
atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan 
mana diadakan tindakan penghukuman. 8 
 
Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana 
apabila di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan 
tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja 
yang melanggar larangan tersebut. 
B. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui 
adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan 
perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 
dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa 
unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi 
sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak 
dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak 
pidana.Menurut Moeljatno, adalah: 
1. Unsur-unsur formil  
 
a. Perbuatan manusia,  
b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,  
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c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu,  
d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.  
2. Unsur-unsur materiil  
Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut 
dilakukan.Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut 
Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu :  
a. Unsur-unsur formil  
1. Perbuatan sesuatu  
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan  
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan 
dinyatakan sebagai perbuatan terlarang  
4. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam 
dengan pidana.  
b. Unsur-unsur materiil  
Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu 
harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan 
itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak 
bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan 
 
 
hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak 
pidana. 9 
       Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu 
dibedakan dalam dua macam, yaitu : 
1. Unsur objektif  
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak 
pidana. Menurut P.A.F. Lamintang   “unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana 
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.” 10 
 menurut P.A.F. Lamintang  unsur objektif ini meliputi: 
Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah: 
a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
b) Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP. 
c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.11 
 
2. Unsur subjektif  
 
Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku 
tindak pidana, menurut Tolib Setiady  meliputi :  
a) Kesengajaan (dolus)  
b) Kealpaan (culpa)  
c) Niat (voortnemen)  
d) Maksud (oogmerk)  
e) Dengan rencana terlebih dahulu  
f) Perasaan takut (vrees) 12 
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Adapun pendapat dari Andi Zainal Abidin Farid  mengenai unsur-
unsur delik pada umumnya adalah :  
a) Perbuatan aktif atau pasif;  
b) Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan        
melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 UU No. 14 
tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok 
Kekuasaan Kehakiman);  
c) Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;  
d) Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk 
delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 
165 KUHP Pidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya 
harus pegawai negeri;  
e) Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima 
secara diam-diam). 13 
 
Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, 
namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat 
(subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.  
 
C. Pertanggungjawaban Pidana  
Dalam hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan hal 
lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk 
dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak 
pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-
kali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana.14 
Perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi (konkret), baru 
melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan 
                                                          
13
  Andi Zainal Abidin Farid, (2006) Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik (percobaan, 
penyertaan , dan gabungan delik ), PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 198 
14
Adami Chazawi, Tindak Pidana Megenai Kesopanan, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 73-74.  
 
 
bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan 
kepadanya. Dengan demikian, kepadanya dijatuhi hukuman pidana.15 
Menurut Moeljatno bahwa pada waktu membicarakan pengertian 
perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tesebut tidak 
termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya 
menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu 
pidana,  Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi 
pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari apakah dalam 
melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam 
pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak 
ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisimens 
sir rea).16 
Meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana. 
Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan 
pidana tidak mungkin dikenakan pidana, tetapi untuk dijatuhi pidana, untuk 
dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin 
selama dia tidak melanggar larangan pidana.  
Tindakan terebut baru dapat dihukum jika tindakan itu disertai dengan 
keadaan lain-lain atau bilamana tindakan itu telah dilakukan di dalam 
keadaan tertentu. Dianggap telah melakukan perlawanan atau verzet 
apabila perbuatan itu disertai kekerasan atau dengan ancaman akan 
mempergunakan kekerasan dan ditujukan kepada pegawai negeri yang 
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secara sah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya (Pasal 180 
KUHPidana), keadaan-keadaan tersebut termasuk pula ke dalam unsur-
unsur objektif dari suatu strafbaar feit. Jadi pertanggungjawaban pidana,  
menurut Moeljatno dapat diterapkan apabila adanya kesalahan, oleh 
terdakwa yang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut :  
a. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum) 
b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab 
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
atau kealpaan 
d. Tidak adanya alasan pemaaf17 
 
D. Pengertian, Jenis-jenis, dan Tujuan Pemidanaan  
1. Pengertian Pemidanaan  
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan 
hukum pidana formil. 
J.M. Van Bemmelen  menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: 
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. 
Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus 
diperhatikan pada kesempatan itu.” 18 
 
Tirtamidjaja  menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana 
formil sebagai berikut :  
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a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 
dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran 
pidana.  
b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap 
pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan 
kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil 
diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta 
mengatur cara melaksanakan putusan hakim.19 
 
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil 
berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, 
sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara 
menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.  
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban 
juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 
tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa.  
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan 
dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya 
pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya 
preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau 
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pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap 
perencanaan sebagai berikut :  
1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;  
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;  
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.  
2. Jenis-jenis Pemidanaan  
Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur 
dalam Pasal 10 KUHPidana yakni :  
1. Pidana Pokok  
a. Pidana mati  
b. Pidana penjara  
c. Pidana kurungan  
d. Pidana denda  
 
2. Pidana Tambahan  
a. Pencabutan hak-hak tertentu  
b. Perampasan barang-barang tertentu  
c. Pengumuman putusan hakim  
 
Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut 
adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang 
terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana 
tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan 
biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini 
terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam 
ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHPidana menjadi bersifat 
imperatif atau keharusan.  
Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai 
berikut :  
 
 
a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, 
kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap 
anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan 
ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada 
tindakan).  
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana 
halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini 
adalah fakultatif, artinya bisa dijatuhkan maupun tidak (Hal ini 
dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam 
ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHPidana menjadi 
bersifat imperatif atau keharusan).  
c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu 
tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan 
hakim dapat dijalankan. 20 
Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas 
adalah sebagai berikut :  
a. Pidana Pokok 
Pidana Mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan 
pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman 
terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. 
Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHPidana yaitu 
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pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantunngan pada leher 
terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.  
Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana 
mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 
KUHPidana, Pasal 111 ayat (2) KUHPidana, Pasal 124 ayat (3) 
KUHPidana, Pasal 140 ayat (4) KUHPidana, Pasal 340 
KUHPidana, Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, Pasal 444 
KUHPidana, Pasal 479 ayat (2) KUHPidana, dan Pasal 368 ayat (2) 
KUHPidana.  
Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 UU Nomor 
1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, 
percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan 
terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia 
terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14 
KUHPidana).  
Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi 
putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi 
dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun 
seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. 
Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus 
juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam 
 
 
ketentuan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan 
Grasi yang menyatakan :  
1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan 
dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari 
terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu 
menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa 
dalam hal keputusan dalam pemerikasaan ulangan yang 
dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu 
dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah 
diberitahukan kepada terpidana.  
2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak 
mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam 
Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah 
memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus 
memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua 
Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam 
Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, 
Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat 
pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada 
peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.  
3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan 
Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan 
putusan hakim. 
 
 Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan 
Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon 
pengampunan atau grasi dari Presiden.  
Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang 
sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan 




b. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana 
perampasan kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara 
mulai dipergunakan terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, 
waktu mulai berlaku KUHP. Sebelum tangal itu, orang Indonesia 
biasanya dihukum dengan kerja paksa di luar atau di dalam rantai 
(sebetulnya sebuah gelang leher). Ada beberapa sistem dalam 
pidana penjara. 
Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, menegaskan bahwa 
“pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan 
kemerdekaan.”21  
Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan 
hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa 
pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara 
minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana 
telah ditegaskan oleh: 
Roeslan Saleh  bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama dari 
pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat 
dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.” 22 
Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada 
ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara 
dua puluh tahun).  
 
            Sedangkan P.A.F. Lamintang  mengemukakan bahwa : 
 “Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga 
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Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati 
semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.” 23 
 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka 
secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang 
juga ikut terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam 
kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, 
dan lain-lain.  
Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang 
jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang 
dinyatakan oleh; 
Andi Hamzah, Pidana penjara disebut pidana kehilangan 
kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak 
merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak 
tertentu seperti : 
1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di 
negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar 
kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral 
dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.  
2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar 
publik bebas dari perlakukan manusia yang tidak baik.  
3) Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini 
telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.  
4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja 
izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-
lain).  
5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.  
6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan 
merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut 
hukum perdata.  
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7) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin 
sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan 
keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.  
8) Beberapa hak sipil yang lain. 24 
 
c. Pidana Kurungan  
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan 
kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak 
dari seorang terpidana dengan mengurung orang tesebut di dalam 
sebuah lembaga pemasyarakatan.  
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) 
KUHPidana, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-
urutan dalam Pasal 10 KUHPidana yang ternyata pidana kurungan 
menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah 
sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai 
mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHPidana, bahwa :  
Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada 
pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 
ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat 
bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun 
empat bulan.  
Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu :  









1) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan 
beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu 
(Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). 
Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang 
dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut 
kejahatan kesusilaan.  
2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan 
untuk delik pelanggaran. 25 
Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana 
kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana 
tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat 
kerja negara.  
d. Pidana Denda  
Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama 
dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di 
dunia. Walaupun tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana 
denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan 
perkembangan masyarakat. 
 Menurut P.A.F. Lamintang  bahwa :  
 “Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II 
KUHPidana yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan 
maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga 
diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara 
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alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan 
kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.” 26 
 
”Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 
pelanggaran atau kejahatan menghendaki agar pidana denda itu 
hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku ringan. Sebagai mana telah 
dinyatakan Oleh, Van Hattum bahwa  “Hal mana disebabkan 
karena pembentuk undang-undang telah dari tindak-tindak pidana 
yang sifatnya ringan saja.” 27 
 
Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain 
selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana 
pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar 
oleh orang atas nama terpidana.  
e. Pidana Tambahan  
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah 
pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali 
dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. 
Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan 
tetapi tidaklah harus. Ketentuan pidana tambahan ini berbeda 
dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan 
tersebut adalah:   
1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana 
pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai 
pidana satu-satunya.  
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2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam 
rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas 
sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak 
diancamkan.  
3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya 
diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.  
4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu 
perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini 
adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk 
menjatuhkannya atau tidak. 28 
Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat    
sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat 
preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering 
termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.  
a) Pencabutan Hak-hak Tertentu  
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHPidana, hak-hak 
yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan 
pengadilan adalah :  
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu;  
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;  
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3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum;  
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu 
atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak 
sendiri;  
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri;  
6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.  
Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) 
KUHPidana mengatur bahwa hakim menentukan lamanya 
pencabutan hak sebagai berikut :  
1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
lamanya pencabutan adalah seumur hidup.  
2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 
kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan 
paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.  
3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 
dua tahun dan paling banyak lima tahun.  
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim 
dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat 
seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus 
ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.  
 
 
b) Perampasan Barang-barang Tertentu  
Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan 
jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana 
denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang 
tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHPidana yaitu :  
1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas;  
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat 
juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal 
yang telah ditentukan dalam undang-undang;  
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas 
barang-barang yang telah disita.  
 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya 
diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak 
diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim 
tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan 
paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika 
barang-barang yang dirampas diserahkan 
c) Pengumuan Putusan Hakim  
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 
KUHPidana yang mengatur bahwa:  
“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan 
perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 
putusan hakim han ya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang 




Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan 
terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari 
kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana 
tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas 
ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.  
Di dalam KUHPidana hanya untuk beberapa jenis kejahatan 
saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap 
kejahatan-kejahatan:  
1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang 
keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.  
2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-
barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan 
sengaja atau karena alpa.  
3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain 
luka atau mati.  
4) Penggelapan.  
5) Penipuan.  
6) Tindakan merugikan pemiutangan.  
3. Tujuan Pemidanaan  
Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan 
pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut 
masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, 
Rancangan KUHPidana Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan 
 
 
pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul 
Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.  
Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :  
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan 
baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) 
maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan 
kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi 
(speciale preventif), atau  
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan 
kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat. 29 
 
Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang 
perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum 
pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu 
membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara. 
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang 
ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yang di kemukakan P.A.F. 
Lamintang:, yaitu :  
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,  
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-
kejahatan, dan  
c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu 
untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat 
yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki 
lagi.30 
 
 Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang 
tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas 
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tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai 
berikut :  
a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)  
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan 
oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran 
bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki 
penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya 
sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan 
kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen). 
Sebagaimana yang dikemukakan Muladi bahwa: 
“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan 
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga 
berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya 
kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi 
dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat 
mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada 
orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan 
untuk memuaskan tuntutan keadilan.” 31 
 
Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana 
merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang 
melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan 
suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan 
merubah etika yang jahat ke yang baik. 
Menurut Vos, bahwa :  
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“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif 
dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah 
pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara 
pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang 
telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.” 32 
 
b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)  
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar 
bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) 
dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar 
pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya 
penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya 
lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. 
Menurut Muladi tentang teori ini bahwa :  
 “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan 
pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk 
melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. 
Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar 
orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk 
pemuasan absolut atas keadilan.” 33 
 
Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana 
pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang 
ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general 
preventie) yang ditujukan ke masyarakat.  
Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan 
yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif 
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(prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan 
pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti 
(detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, 
baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, 
maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan 
perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku 
dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga 
nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-
hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di 
masyarakat.  
c. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien)  
Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan 
pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-
prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu 
kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan 
mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat 
sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. 
Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik 
moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku 
terpidana di kemudian hari.  
Teori Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai 
berikut :  
1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan 
sebagai   suatu gejala masyarakat.  
 
 
2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.  
3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat 
digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana 
bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak 
boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam 
bentuk kombinasi denga upaya sosialnya. 34 
 
Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini 
mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan 
jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan 
pemidanaan dan pendidikan. 
 
E. Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama 
Terhadap Orang Dimuka Umum  
1. Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara 
Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum  
Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secar bersama-sama 
termasuk dalam jenis kejahatah terhadap ketertiban umum, 
sebagaimana yang diatur dalam buku KUHPidana, yakni Pasal 170 
ayat  (1). 
Adapun bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai 
berikut: 
Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun enam bulan.  
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Jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang 
tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang 
mengakibatkan luka atau kerusakan. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara 
Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum  
Suatu tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana secara 
bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :  
a. Melakukan Kekerasan 
Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut     
Soesilo, yaitu :  
“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya 
memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, 
menyepak, menendang, dan sebagainya.”35 melakukan 
kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau 
daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam 
Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHPidana,akan 
tetapi merupakan suatu tujuan. Di samping itu, tidak pula masuk 
kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam 
Pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam Pasal 406 
KUHPidana dan sebagainya.” 
 
b. Bersama-sama 
Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus 
dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-
orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-bena turut 
melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.  
                                                          
35
  Soesilo, 1996, Kitab Undang – Undang Hukup Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, hlm 98. 
 
 
c. Terhadap Orang 
Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak 
akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau 
barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau 
upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga 
terjadi. 
d. Di Muka Umum 
Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini 
memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban 



















A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Gowa, khususnya Pengadilan 
Negeri Sungguminasa dan pihak terkait lainnya. 
Adapun pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa 
banyaknya terjadi tindak pidana kekerasan terhadap orang akibat adanya 
budaya kekerasan dalam masyarakat kabupaten Gowa. Instansi 
Pengadilan Negeri Sungguminasa khusus dipilih karena kasus yang akan 
dijadikan bahan penelitian oleh penulis ditangani dan diputus di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
 Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk 
menunjang hasil penelitian adalah : 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi 
penelitian. 
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti 
dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang 
berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 
 
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data dilakukan dengan cara :  
1. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan secara bebas dan atau dalam bentuk tanya jawab dari 
responden dan informan sebagai pelengkap dengan menggunakan 
pedoman wawancara yang merupakan instrumen. Dalam 
wawancara ini, peneliti bebas dalam mengembangkan pertanyaan 
yang telah disusun dalam pedoman wawancara, apabila memang 
dipandang perlu untuk menemukan jawaban yang diharapkan. 
Demikian pula halnya dengan informasi diberi kebebasan 
mengeluarkan pendapat guna menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh pewawancara.  
2. Kuesioner yaitu suatu alat pengumpul data yang berisi daftar 
pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada responden dan 
informan. Dalam penelitian ini wawancara dan kuesioner ditujukan 
kepada sampel yang dipilih, dengan demikian yang dijadikan 
sampel merupakan informan sekaligus responden.  
3. Pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi di lapangan. 
 
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik 
secara deduktif, yaitu penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi 
umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, kemudian 
disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 





A. Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama – Sama Terhadap 
Orang Atau Barang Di Muka Umum Termasuk Tindak Pidana  
 
       Pasal 170 KUHP  mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku 
kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh 
dikatakan pasal ini adalah  gabungan  pasal 351 KUHP tentang 
penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu 
perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun 
tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 
KUHP. 
       Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja 
menyentuh ketentuan pasal 351. Maka dari pada itu sering sekali para 
penyidik membuat pasal ini juncto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut 
Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim 
dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang 
sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. 
Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah 
manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi 







Pasal 170 KUHP berbunyi demikian: 
(1)   Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 
lima tahun enam bulan. 
(2)   Tersalah dihukum: 
1. dengan penjara  selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan 
sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu 
menyebabkan sesuatu luka. 
2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu 
menyebabkan luka berat pada tubuh 
3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan 
itu menyebabkan matinya orang. 
(3)   Pasal 89 tidak berlaku 
Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut: 
1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi 
sebagai pelaku. 
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik 
dapat melihatnya 
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang 
atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa 
perbuata itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki 




4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini 
biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”. 
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada 
orang atau barang sebagai korban 
       Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan pasal 351, 
dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan 
dalam pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu 
orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. 
Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau 
lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak 
sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah 
memasuki ranah Pasal 351. 
       Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan 
oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu 
yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman 
untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. 
Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah 
dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik 
terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, apakah 
dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka. 
       Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat dar ipada Pasal 351. 
Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal 
ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman 
 
 
hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, 
jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada 
Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang 
ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada 
Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-
lamanya tujuh tahun. 
Berbicara mengenai luka berat, Pasal 90 KUHP memberikan defenisi luka 
berat sebagai berikut: 
“ Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak 
boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat 
mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan 
jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; 
kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat 
minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan 
ibu.” 
Dari defenisi yang diberikan Pasal 90 KUHP di atas, dapat diterangkan 
bahwa: 
1. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak 
mendatangkan bahaya maut ( tentunya dengan referensi pihak 




2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka yang besar. Keadaan 
yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah 
membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya 
dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau 
dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga 
termasuk luka berat. Dalam penjelasanya terhadap Pasal 90 ini, R. 
Soesilo memberi contoh penyanyi yang rusak kerongkongannya 
sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya. 
3. Luka berat  juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) 
salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, 
penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. 
4. Lumpuh (verlamming) artinya tidak dapat menggerakkan anggota 
badannya dikategorikan juga sebagai luka berat. 
5. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berobah pikiran 
dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat 
minggu). Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan 
normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika 
kurang, tidak termasuk pengertian luka berat. 
6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan 
ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan 
luka berat pada ibu yang mengandung tersebut. 
7. Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam Pasal 
90 dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka berat 
sesuai pertimbangan hakim dengan terlebih dahulu mendengarkan 




       Khusus untuk kekerasan terhadap barang, Pasal yang juga mengatur 
hal ini adalah pasal 406 KUHP ayat (1). Pasal 406 ini juga mengatur jika 
korban adalah binatang dalam ayat (2). Untuk lebih jelasnya, berikut isi 
dari Pasal 406: 
(1)  Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak 
membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai 
lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau 
sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 
dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
4.500,- 
(2)  Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan 
sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat 
sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, 
yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. 
       Ancaman hukumannya adalah lebih ringan karena khusus mengatur 
tentang objek perlakuan dari perbuatan itu adalah barang dan binatang. 
Yang menjadi perhatian disini adalah hilangnya hak kepemilikan si 
empunya atas barang atau binatang, baik kepemilikan sepenuhnya atau 
sebagian atas barang atau binatang tersebut. 
Dari penjelasan di atas bahwa kekeran yang dilakukan  secara bersama – 





B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Dalam Putusan. No 144/Pid.B/2016/Pn.Sgm 
       Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak sangat tergantung oleh 
dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Di dalam surat  
dakwaan jaksa penuntut umum mengunakan pasal yang kira – kira sesuai 
dengan perbuatan pelaku melalui berita acara yang diserahkan dari 
kepolisian berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan. Dalam putusan 
hakim harus mencantumkan alasan – alasan untuk menjatuhkan vonis 
kepda terdakwa, baik alasan yuridis maupun alasan sosiologis pada 
dasarnya vonis hakim terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu: 
a. Vonis bersalah 
b. Vonis bebas 
c. Vonis bebas dari segala tuntutan hukum 
      Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan 
bahwa terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur yang 
terdapat dalam pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum, seta 
tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar  
     Vonis bebas di jatuhkan hakim jika dalam proses persidangan bahwa 
tidak terbuktinya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur yang 
terdapat dalam pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dengan 
menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim 
      Vonis bebas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan hakim jika dalam 
proses persidangan bahwa terbukti perbutan terdakwa memenuhi unsur – 
unsur yang terdapat dalam pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut 
umum dalam surat dakwaan, tetapi dalam perbuatannya tersebut terdapat 
alasan pemaaf atau alasan pembenar. 
 
 
       Alasan pemaaf yaitu apabila terdakwa tidak mampu 
mempertanggujawabkan perbuatanya misalnya pelaku adalah orang gila 
atau orang yang cacat mental, sedangkan alasan pembenar adalah 
alasan yang menghilangkan pidana yang disebabkan terdakwa di 
benarkan misalnya, overnach, perbuatan terdakwa berdasarkan perintah 
atasan  atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah undang – 
undang. 
       Vonis yang di jatuhkan hakim dalam perkara pidana putusan no 
144/Pid.B/2016/Sgm, adalah vonis bersalah dengan hukuman pidana 
penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari karena telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan 
yang dilakukan secara bersama – sama terhadap orang dan barang di 
muka umum, yang dimana terkhususkan telah di atur pada pasal 170 ayat 
(1) adapun unusr – unsur  yang terdapat dalam pasal ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi 
sebagai pelaku. 
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik 
dapat melihatnya 
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang 
atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa 
perbuata itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki 




4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini 
biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”. 
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada 
orang atau barang sebagai korban 
      Bahwa perbuatan terdakwa lebih mencocoki unsur – unsur 
sebagaimana yang termuat dalam pasal 170 ayat (1) KUHP. Hal 
tersebut berkesesusaian dengan alat bukti yang ada. Adapun 
penjabaran unsur  - unsurnya yaitu: 
   Bahwa yang dimaksud “ setiap orang” adalah subjek hukum yang 
cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehinggah 
perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat 
dipertanggung jawabkan di depan hukum; 
      Bahwa ia terdakwa 1.Rosdiana Binti Abd.Latif Dg Sikki, Terdakwa 
2. Muh.Rudi Bin Abd.Latif Dg Sikki, Terdakwa 3 Ratna Dg Tamene 
Binti Abd.Latif Dg Sikki sejak proses penyidikan, penuntut dan hingga 
pemeriksaan dalam sidang telah mampu mengikuti tahadapan 
pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya 
dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukannya dapat 






1. Pertimbangan Yuridis  
       Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan selanjutnya 
majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa 
tersebut dapat memenuhi unusr – unsure dari pasal sebagaimana di 
dakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Adapun pertimbangan 
majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yakni:  
       Menimbang ,bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh jaksa 
penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan NO. 
144/Pid.B/2016/Sgm. Yang melanggar pasal sebagaimana dalam 
dakwaan: Pasal 170 KUHP; 
       Menimbang bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah 
menghadapkan  1.Rosdiana Binti Abd.Latif Dg Sikki, Terdakwa 2. 
Muh.Rudi Bin Abd.Latif Dg Sikki, Terdakwa 3 Ratna Dg Tamene Binti 
Abd.Latif Dg Sikki sebaimana termuat selengkapkan berita acara 
persidangan ; 
Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan tersebut; 
       Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan 
terdakwa sebaimana termuat selengkapnya dala berita acara. 
       Menimbang, bahwa persidangan jaksa penuntut umum telah 
mengajukan barang bukti berupa: 
1. beberapa lembar rambut 
2. 2 (dua) buah batu kali 
 
 
       hasil visum et Repertum No. 445.2/551/RSUD-SY/II/2016 tertanggal 
24 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDI NURUL ILMI,dokter 
pemeriksaa pada RSUD Syekh Yusuf yang telah memeriksa saksi/korban 
NURMI DG. RATANG Binti NASIR pada tanggal 16 Februari 2016, 
dengan hasil pemeriksaan : 
 Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar 
 Tampak lecet pada lengan atas berukuran 3 cm x 0,5 c. 
 Tampak 4 luka gores pada lengan atas berwarna kemerahan luka 
1. P 6,5 cm. 2. P: 3 cm. 3. P: 3cm 4. P: 2 cm. 
 Tampak 2 luka gores pada lipatan siku kiri berukuran 5 cm dan 2 
cm. 
 Tampak 2 luka gores pada lengan bawah kiri berukuran 2 cm dan 2 
cm. 
 Nyeri tekan pada kepala bagian belakang 
 Nyeri tekan pada bahu kanan 
       Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah 
saling berkesusaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan 
pidana’’ melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap orang 
atau barang di muka umum’’  
       Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut 
umum dengan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, yang 
memiliki unsur – unsur sebagai berikut; 
 
 
1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau 
pribadi sebagai pelaku. 
2.  Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat 
dimana publik dapat melihatnya. 
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya 
dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini 
menunjukkan bahwa perbuata itu dilakukan dengan 
sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi 
bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). 
4.  Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. 
Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak 
barang” atau “penganiayaan” 
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus 
ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban 
1. Barang siapa 
       Menimbang, bahwa disamping itu para terdakwa selama 
persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik 
mengenai identitas dirinya maupun segalah sesuatu yang 
berhubungan dengan surat dakwaan yang telah di ajukan 
kepadanya.sehingga dengan demikian unusr barangsiapa terbukti 
menurut hukum. 
       Menimbang bahwa terhadap unsur kedua tersebut majelis hakim 
akan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut : 
 
 
2. Secara terbuka dan bersama - sama 
       Bahwa secara terbuka dan bersama – sama mengandung 
pengertain perbuatan yang telah di lakukan dapat dilihat oleh khalayak 
umum atau setiap orang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih 
dari satu orang atau beramai – ramai atau dilakukan dengan tenaga 
bersama yang dipersatuakan baik dengan diperjanjikan ataupun 
dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan perbuatan 
tersebut; 
       Bahwa dari pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta 
hukum dipersidangan maka didapatkan fakta sebagai berikut  
 Bahwa para hari selasa tanggal 16 februari 2016 sekitar pukul 
08.00 wita, tempatnya di jl. Gassing dg. Tiro, kel. 
Batangkaluku, kec. Batangkaluku, kab. Gowa telah terjadi 
pengeroyakan terhadap saksi korban Nurmi dg ratang binti 
nasir yang dilakukan oleh terdakwa I. Rosdiana binti abd latif, 
terdakwa II muh.Rudi bin abd.latif dan terdakwa III ratna dg. 
Tamene besrerta Rahmi yang sekarang melarikan diri; 
 Bahwa setelah ibu dari saksi korban nurmi dg ratang masuk 
murah saksi korban dg ratang langsung mengunci pintu rumah 
berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, saksi 
mendengar lemparan batu ke pintu rumah saksi korban nurmi 
dg. Ratang dan mendengar terdakwa II. Muh. Rudi bin abd 




 Bahwa terdakwa II. Muh. Rudi bin abd. Latif melempari rumah 
saksi korban Nurmi dg. Ratang sebanyak 2 (dua) kali, yang 
pertama ketika saksi korban Nurmi dg. Ratang berada di 
dalam rumah , setelah mendengar lemparan yang pertama, 
saksi korban Nurmi dg. Ratang lalu keluar dari rumah, ketika 
keluar dari rumah terdakwa II. Muh. Rudi bin abd. Latif 
melempar untuk kedua kalinya lagi dan mengenai betis saksi 
korban Nurmi dg. Ratang ; 
 Bahwa selanjutnya setelah keluar rumah, saksi menanyakan 
kepada terdakwa II. “kenapa kamu melempar batu rumahku,” 
tapi tidak di jawab oleh terdakwa II. Muh. Rudi bin abd. Latif ; 
 Bahwa selanjutnya terdakwa yang lainya pun datang, dimana 
terdakwa III. Ratna dg. Tamene menarik saksi keluar yang 
mengakibatkan bekas cakaran pada lengan kiri saksi, dan 
tidak lama kemudian terdakwa I. Rosdiana binti abd. Latif juga 
datang bersama rahmi (DPO) yang langsung menarik rambut 
saksi korban nurmi dg. ratang  hingga tercabut; 
       Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka majelis hakim 
berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di depan rumah 
(teras) saksi Nurmi yang merupakan area terbuka dan tindakan terdakwa 
I, terdakwa  I dan terdakwa III terhadap saksi nurmi dilakukan bersama – 
sama didorong oleh amarah terdakwa bersaudara akibat sebelumnya 
bertengkar dengan ibu saksi karena ada permasalah limbah got dimana 
para terdakwa dan saksi Nurmi serta ibunya bertetangan; 
 
 
       Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka majelis hakim 
berpendapat unsur secara terbuka dan bersama-sama telah terbukti 
menurut hukum. 
3. Unsur melakukan kekerasan 
        Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan terhadap 
manusia atau barang majelis hakim akan mempertimbangkan hal – hal 
sebagai berikut; 
       Bahwa kekerasan tidak hanya diartikan menurut ketentuan Pasal 89 
KUHP namun juga termasuk dalam kekerasan adalah tindakan melakukan 
pengerusakan terhadap suatu barang yang merupakan tujuan dari tindak 
pidana yang dilakukan; 
       Bahwa dalam rumusan unsur ketiga disini dianggap telah cukup 
dengan dicapainya salah satu tujuan yakni kekerasan terhadap orang atau 
pengerusakan terhadap barang telah, karena kekerasan terhadap orang 
atau pengerusakan terhadap barang tersebut disusun secara alternatif; 
       Menimbang, bahwaa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di 
persidangan dikaitkan dengan uraian tersebut diatas, telah dapat 
dibuktikan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diunsur sebelumnya, ibu 
dari saksi korban Nurmi Dg. Ratang setelah bertengkar dengan para 
terdakwa kemudian masuk ke rumah dan saksi korban Nurmi Dg.Ratang 
langsung mengunci pintu rumah, berselang kurang lebih 5 (lima) menit 
kemudian, saksi mendengar lemparan batu ke pintu rumah saksi korban 
 
 
Nurmi Dg. Ratang dan mendengar Terdakwa II. Muh. Rudi bin Abd. Latif 
berteriak menyuruh saksi korban Nurmi Dg. Ratang untuk keluar rumah; 
       Menimbang, bahwa Terdakwa II Muh. Rudi bin Abd. Latif melempari 
rumah saksi korban Nurmi Dg. Ratang sebanyak 2 (dua) kali, yang 
pertama ketika saksi korban Nurmi dg. Ratang berada di dalam rumah, 
setelah mendengar lemparan yang pertama, saksi korban Nurmi dg. 
Ratang lalukeluar dari rumah, ketika keluar dari rumah Terdakwa II Muh. 
Rudi bin Abd. Latif melempar untuk kedua kalinya lagi dan mengenai betis 
saksi korbanNurmi Dg. Ratang selanjutnya setelah keluar rumah, saksi 
menanyakan kepada Terdakwa II “kenapa kamu lempar batu 
rumahku,”tapi tidak dijawab oleh Terdakwa II. Muh. Rudi bin Abd. Latif; 
       Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pun dating, dimana 
Terdakwa III. Ratna Dg. Tamene menarik saksi keluar yang 
mengakibatkan bekas cakaran pada lengan kiri saksi, dan tidak lama 
kemudian Terdakwa I. Rosdiana binti Abdul Latif juga datang bersama 
Rahmi(DPO) yang langsung menarik rambut saksi korban Nurmi Dg. 
Ratang dan saksi Nurhayati berusaha melepaskan tarikan rambut yang 
dilakukan oleh Terdakwa I. Rosdiana binti Abdul Latif dari saksi korban 
Nurmi Dg. Ratang dan rambut saksi Nurmi yang ditarik oleh terdakwa I 
sampai tercabut dan rambut yang tercabut tersebut saksi ambil dari 
tangan Terdakwa I. Rosdiana dg. Ratang; 
       Menimbang, bahwa Terdakwa II. Rudi Bin Abl Latif juga mengarahkan 
pukulan kepada saksi korban Nurmi Dg.Ratang sebanyak 2 (dua) kali 
 
 
yang mengenai pundak dan kepala bagian belakang saksi korban Nurmi 
dg.Ratang; 
       Menimbang, bahwa saksi korban Nurmi Dg.Ratang baru bisa lolos 
dari pengeroyokan setelah saksi Sanne bin Seni dan saksi Siti Nurhayati 
datang melerai para Terdakwa; 
       Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para 
terdakwa terhadap saksi korban Nurmi Dg. Ratang, maka ia merasakan 
sakit pada bagian lengan kiri atas, kepala dan seluruh badan saksi serta 
saksi korban sempat diinfus, dan merasa pusing dan saksi korban tidak 
bisa beraktivitas selama 9 (Sembilan) hari. Hal ini sesuai dengan hasil 
visum et Repertum No. 445.2/551/RSUD-SY/II/2016 tertanggal 24 
Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Andi Nurul Ilmi,dokter 
pemeriksaa pada RSUD Syekh Yusuf yang telah memeriksa saksi/korban 
Nurmi Dg. Ratang Binti Nasir pada tanggal 16 Februari 2016, dengan hasil 
pemeriksaan : 
 Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar 
 Tampak lecet pada lengan atas berukuran 3 cm x 0,5 c. 
 Tampak 4 luka gores pada lengan atas berwarna kemerahan luka 
1. P 6,5 cm. 2. P: 3 cm. 3. P: 3cm 4. P: 2 cm. 
 Tampak 2 luka gores pada lipatan siku kiri berukuran 5 cm dan 2 
cm. 
 Tampak 2 luka gores pada lengan bawah kiri berukuran 2 cm dan 2 
cm. 
 Nyeri tekan pada kepala bagian belakang 
 
 
 Nyeri tekan pada bahu kanan 
Kesimpulan : keadaan korban adalah akibat bersentuhan dengan 
benda tumpul 
       Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat 
unsur melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang telah terbukti 
menurut hukum; 
 
      Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di 
atas,maka terbuktilah menurut hukum dan keyakinan atas perbuatan 
terdakwa sebagiamana dakwaan penuntut umum melanggar pasal 170 
KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah; 
       Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang 
dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka 
terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatanya; 
       Menimbang, bahwa terdakwa bersalah maka harus dijatuhi pidana 
dan dibebani membayar biaya perkara ; 
       Menimbang, bahwa terdakwa ditahan berdasarkan undang-undang 
maka penahanan terdakwa tersebut sah menurut hukum, oleh karena itu 
masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa di kurungan selurunya dari 
pidana yang di jatuhkan; 
       Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan yang sah untuk 





2. Pertimbangan Sosiologis 
       Sebelum menjatuhkan pidana perlu pertimbangan hal – hal yang 
memberatkan dari hal – hal yang meringakan sesuai fakta yang terungkap 
di persidangan. 
Hal – hal yang memberatkan 
 Para terdakwa mempersulit jalannya persidangan  
 Keadaan yang meringankan: 
 Terdakwa I dalam keadaan Hamil Tua yang membutuhkan 
perawatan dikter terhadap kehamilan pertamanya 
 terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga 
 Terdakwa III memiliki anak-anak yang membutuhkan perhatian 
ibunya 
       Berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang 
meringankan tersebut diatas, maka pidana yang di jatuhkan adalah sesuai 
dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu 
sendiri yaitu mencengah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan 
dimana yang akan dating sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. 
 
3.Analisis Penulis 
        Secara yuridis berapapun sansi pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan 
maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang 
bersangkutan melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang 
mendasari atau apa yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang 
 
 
dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan 
bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi sanksi korban dan juga 
terdakwa pada khususnya. 
Majelis hakim sendiri tidak boleh memidanakan orang yang bersalah atas 
perbuatan apabila jaksa penuntut umum tidak memasukan dakwaanya 
kedalam surat dakwaan meskipun telah terbukti bahwa pelaku melakukan 
tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan  
Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh jaksa 
penuntut umum dihadapan persidangan maka sudah dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi 3(tiga) alat bukti 
yang sah dan tercantum dalam pasal 184 (1) KUHAP yakni “keterangan 
saksi korban,kekerasan dan keterangan terdakwa. Jadi hal ini telah sesuai 
dengan pasal 183  KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam 
menjatuhkan putusan harus di dasarkan sekurang – kurangnya 2(dua) alat 
bukti yang sah ditambahkan keyakinan hakim. Berdasarkan segala 
pertimbangan yang dijadikan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, 
menurut penulis masih belum tepat karena sudah jelas dakwaan yang 
diberikan oleh penuntut umum tersebut tidak sesuai dengan penerapan 
hukum pidana materil karena jenis kekerasan tersebut diatur dalam pasal 
ini. Seharusnya para hakim  melihat kekerasan yang dilakukan oleh 
pelaku yaitu MUH. Rudi abd. Latif dg sikki harus lebih berat hukumanya 
karena tidak ada hal yang meringankan terdakwa tersebut beda dengan 2 
pelaku yang lain yang dimana dia adalah seorang ibu – ibu yang lagi hamil 
yang dimana terdakwa muh rudi abd.latif dg sikki dalam melakukan 
kekersan secara bersama – sama terhadap orang atau barang yang 











A. Kesimpulan  
 




1. Penerapan atau wujud pemidanaan terhadap kekerasan terhadap 
orang yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum nomor 
putusan: No 144/Pid.B/2016/Sgm sudah tepat, karena terbukti 
memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak 
melebihi dari pidana yang diancamkan oleh pasal 170 ayat (1) 
KUHPidana, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan 
10 (sepuluh) hari dikurangi selama mereka ditahan.  
 
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah 
benar dan tepat karena dasar-dasar yang memberatkan dan  
 
meringankan pidana sudah terpenuhi. 
 
 
B. Saran  
 
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
 
1. Bahwa vonis yang dijatuhkan oleh hakim memang sudah tepat, 
tetapi masih jauh dari tujuan pemidanaan yang sesungguhnya yaitu 





dilakukan  secara  bersama-sama  terhadap  orang  dimuka  umum, 
 
khususnya pada perkara putusan no.144/Pid.B/2016/Sgm 
 
2. Data-data yang penulis peroleh mungkin belum sempurna maka 
sebaiknya bila ada penelitian selanjutnya terhadap kasus yang 
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